
DAERAHBERITA
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2TO7

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENGAUTAT"AhI I,ALU LTNIA"S JAIAN
BAGI PE IABAT PNMERTNTAHAN DAERAH

BUPATI CIAI\TJUR,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pengawalan menrpakan ba$an dari protokol
khususnya berkaitan dengan tata cara penghormatan kepada
pbjabat Pemerintahan Daerah dan pejabat Pemerintah tefientu;

;

b.rhwa tata cara penghormatan sebagaimana dimaksucl dalam humf
a dapat berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban
dan keqnanan yang diperlukan dalam melalcsanakan acarar/tugas;

bahwa ketentuan pengawalan sebagaimana dimaksud dalamhumf a
teiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun rygztentang
I^alu Lintas d,an Angkutan Jalan dan Perafinan Pemerintah Nonror
43 Tahun 1993 tentang Prasarana d,an Lalu Lintas Jalan;

bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam hunrf 4 b, dan g
pengawalan lalu lintas jalan bagi pejabat Pemerintahan Daerah
termaksud. perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor r4 'l'ahun r95;o tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam l"ingkungan Prcpinsi Jawa Barat
@erita Negara Tahun rggo Nomor 43);

Undang Nomor 8l'ahun 1987 tentang Protokol Clembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Normr gg6g);

Undang Nomor 14 Tahun rgga tentang lalu Lintm dan An$rutm
Jalan (Lembaran Negara Tahun tggz Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480) ;

Mengingat

4. Undang-Undang Nomor 3z Tahun soo4 tentang P'enerintahan
Daerah (I"embaran Negara Tahun zao4 Nomor ra5 Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor +$il sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang:Undang
Nomor 3 Tahun aoos tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor gz Tahun zoo4 tentang Pernerintahan Daerah (I*mhran
Negara Tahun 2oob Nomor 38, Tambahan kmbaran Negara
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2oo5 (lembaran Negara Tahun 2oo5 I'Iornor t'o8,
Tambahan I"embaran Negara Nomor +S+8);

s. Undang-Undang Nomor e Tahun 2oo2 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Iembaran Ne.gara Tahun 2oo2 Nomor 2,
''I'ambahan lnmbaran Negam Nomor +68);

b.

c.

d..

: :1.

2,

3.
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6. Pcraturan Pemerintah Nomor 6e Tatrun rggo tefitarng K€tetrtuan
IGprotokolan mengenai Tata Tenryat, Tata Upacnra dan Tata
Penghormatan (lembaran Negara Tehun rqgo Nomor go,
'ltowrLohon T arnhono:t tTacnro lrtrt+vrr. oarta\.A s.^vsr.B.^ &^r.vs q. 

^ 
r v!f$^ s . t vs^Va \raat-t,

y f,rerntrrran Pnmerintnh Nnmor 43 Tnhnn lggg fenthns pmscflrne
d.aii Ialu Iintas (I"embaran Negara Tahun r99g t{omoi 63,
'lhmbahan Lembaran Negara Nomor gngzli

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2b'l'alnn 2ooo tentang Xewenangan
Pcnnc*ntah dnn tscwcnangan PcrrcrinEh Pnc,'iroi rcbagai Dacietl
Otonom (Iembaran Nepra Tahun zooo Nomor bn tambahanr
Iembaran Negare Nomor 4o?2);

9. Perafiran Daerah lGbupaten Cianjur Nomor o4 Tahnn ,rrft4
tentang Kswgnrngen Daerah (Iembaran Daerah Tahun zoo4
Nomor o6 Seri Dr);

ro. Peraturan Daerah lhlrupaten cinnjrrr Nornor ze Tahun 2ooo
tenta|g Organisasi lemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur
(Inmbaran Daerah Nomor z6'lhhun zooo $efi Da);

11. Keputusan Bupqti Cianjur Nomor u Tahun soot tenang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Memperhatikan : Surat Dilektrrr Jenderal Perhubungan Darat Nornor
NI,+9+/zllzlDRDJ /7oo0 tanggal 6 November eoo6 perihal Pedoman
Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penyidikan
Pelanggaran Ialu Unta dan Pengawalan oleh Petngas Oishu6/lt.*l
Provinsi, Kabupaten/Kou.

MEMITTUSI(AI{ I

Menetapkan : PERAIUMN BUPATI lENTAl.Ic PENGAWAIAN IALU IJhftA,S
JAIAT{ BAGI PF,IABAT PEMERINTA}IAN DAERA}I.

BAB I
IG,IT,NTUATI,I UMUM

Pasal r

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

r. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah l&bupaten elenjur
yalg teldirldari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah s€baga
badan eksekutif daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Pejabat adalah pejabat pemerintahan daerah yang menduduki
jabatan tertentu dalam organisasi penrerintahan daerah Kabr4paten
Cianjur, baik eksekutif maupun legislatif.

S. Dinas Perhubungan dan Parlwisata adalah Dinas Perhubnngan dan
Pariwisata lbbupaten Cianjui'.

6. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwi'sata adalah Kepala Dinas
Perhulrungan dan Pariwisa ta Kao'upaten Cianjur.

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan 
'"ang 

aipetrlsn oleh
' peralatan teknig yang terdapat pada kendaraan itu.
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8. Iaik jalan adalah adalah persyaratan umum kondisi suatu
kendaraan yang harus dipenuhi agar terjardn keselamatun dan
mencegah terjadinya penemaran ud.ara dan kebisingan udara pada
waktu dioperasikan.

Pengawalan lalu lintas adalah pngewalan herlalu lint'm yang
dilakukan dengan kendarean bermotor Patroli Pengawal k€pada
Pejabat selama melakukan perjalanan dinas.

Pakaian Patroli adalah pakaian yang dijelaslun dalam crntoh e
Iampiran Keputusa:n Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun mro4
tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk
Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat

9.

10.

BAB II
KETENTUA}.I PENGAI,VAIAI,I IALU LII{TAS

Pasal e

G) Dalam rangka pemberian perlindungan ketertiban dan kesmanan
dalam melaksanakan acara/hrgas kepada pejabat selama
melaksanakan acara/tugas dilakukan patroli pengawalan ldu
lintas jalan.

(z) Pengawalan lalu lintas jatan sebagairnana dirnaksud dalam hunrf a
merupakan penghormatan berupa pemberian perlindungan,
ketertiban dan keamanen yang diperlukan di jalan rayh dnlam
melaksanakan acara/tugas yang diberikan sesuai dengan
ketenhran yang berlaku baginya dengan Sdak menimbulkan sifat
berlebihan.

6) Patroli pengawalan lalu lintas jalan kepada pejabat mbagairnana
dimaksud pada ayat (r) dilaksanakan oleh Dinas Perhubwrgan dan
Pariwisata.

(+) Patroli pengawalan lalu lintas jalan sehgairnana dimalcsnd pnda
ayat (B), dilaksanakan setelah mendapat perintah dari Kepala
Dinas Perhubmngan dan Pariwisata sebagai tindak lanjut dari
permintaan pejabat yang akan melaksanakan acara/tugas.

BAB III
. OBYEKPENCAWAIAT.{

,: Pasal g

G) Pengawalan lalu lintas diberikan kepada Pejab'at dan Pejabat
Pemedntah tertentu.

(z) Apabila dipandang perlu, selain kepada Pejabat dan pejabat
pemerintah tertentu, dapat dilakukan pengawalan lalu tintas
i<epada tamu Pejabat Pem6rintahan Daerah. -

(g) Dalam hal kegiatan tertentu kepada pihak yang membutuhkan
prioritas pengawalan lalu lintas, atas perinintaan yang
bersang}utan dapat diberikan pelapnan pengawalen selain
sebagaimana tersebut dalam ayat (r) tlan (s) srtdah rerrdepatijin
dari Bupati
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BAB IV
SAMT IA PETUGA,S DAI.I TATA CARA PENGAWAIAT i

Bagian Peftama

Sarana Pengawalafi

Pasal 4

(r) Pengawalan dilakukan dengan menggunakan kend.araan bermotor
khusus patroli pengawalan mda ernpat jenis sedan daa jeep,

(z) Dalam hal tertentu dapat dilalailun pargawalan dengan
nrenggunakan kendaraan khusus patroH pengawalan kendaraen,,
rpda dua.

(g) Kendaraan khusus pauoli pengawalan pade saet rnelakukan
pengawalan harus mernenuhi persyar:atan keselematan lalu lintas
(dalam kondisi laik jalan).

(+) Kendaraan khusus paboli pengawalan harm dilengkapi dengan
isyarat. atau tanda-tanda lain yang menunjuldran identitas
kendaraan khqsus patroli pengawalan dan dilenglupl dengan
perlengkapan keselarnatan lalu lintas yang dipertnkan s€lam
melakukan pengawalan serta perlengkapan komunikasi.

Bagian Kedua

Petugao Pengawalan

Pasal S

(l) Petugas/operator patroli pengawalan lalu lintrs jalan adalah
Pegawai Negeri Siprl yang telah memiliki sertifrkat pelatihan
patnoli pengawalan.

(z) Petugas/operator patroli pengawalan lalu lintas jalan dertgan
kendaraan bermotor rcda empat dalam pelaksanaan pengawalan
lalu lintas jalan sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yaitu
seorang pengemudi dan navigator.

(g) Pengawalan lalu lintas jalan dipimpin oleh komandan pamoli
pengawalan.

(+) Petugas/operator patroli pengawalan lalu lintas jalan dalam
pelaksanaan pengawalan lalu lintas diwajibkan rnenggunakan
pakaianpauoli.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawalan

Pa'sal6

(l) $ebelum dilakukan pengawalan komendan poffili melalflrkan
inventarisasi kendaraan pejabat yang akan dikawal dan
memastikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi laik jalan.

(z) Dalam hal rombongan kendaraan pejabat yang aknn dikawal lebih
dari ro kend.araah, maka kendaraan patroli pengawallm harus' ditrmbah-



5

(S) Pemberangkatan pngawalan dilakukan reteleh kornandan pamli
pengawalan melapor dan .mendapat ijin pemberanglista; dari
penanggungiawab pengawalan.

(+) Pada setiap rombongan paholi pengawalan harus disertd Ftroli
pengawalan penltup (Waltup) yang dilakukan ohh kendanan
kendaraan patroli pengawalan penuup

(n) Dalam hal perjalanan, paffili penganalan lelu lintus harus
memberikan prioritas kepada :

a. Kendaran pemadam kebakaran yang sodang melaksun:aftan
tugas;

b. Aurbulans yang menganghut oreng sakiq

c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada keelaltaan lelu
lintas;

d. Kendaraan Kepala Negara ateu Pererintrh Asing yang
menjaditamu negara.

(6) Dalam melaksanakan patroli p'engawalan hams beryeiloman
kepada tata cara berlalu lintas, prinsip kmlamatan lelu ltntas dan
bertindak tidak menimbulken sifat berlebihan.

(fi D"l"r.t melalcsanakan patrnli pengawalan, untirk kelancaran lalu
lintas pauoli pengawalan, komandan patnoli pengawalan harus
melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negen Rryublik
Indonesia.

(8) Apabila patroli pengawalan tid,ak dapat melanjntkan peqgewalan
di perjalanan berkenaan dengan sesuafi hd tertentrq frulm putroli
pengawalan diambil alih ohh paholi pengawalan lrenntup.

BAB V
PEMBIA-'TAAbI

Pasal 7

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan peleksanaan patoli
pengawalan ldu linas jalan dibebankan kepadaArrgganan Pendlpatan
dan Belanja Daerah.

BAB VI

IGTENTUA}.I PENI]TTJP

Pasal I
Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai rehris
prlaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan mempakan bqian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini"



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejaktanggal diundangkan.

Agar setiap orans mengetahuinya, merrmrintahkan p€ngundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Da€rah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal g Aprii aooT

BUPATI CTANJUR,

Cap/ftd.-

TJETJEP 1UUCHTAR $OIfiH

BERI'IA DAERAH IGBUPATEN CIANJUR NCIMOR o4 TAHUN mt7.

Diundangkan di Cianjur

P.48o o92 r1o

K?
*

{"s-$lf

gm,T$3,0s


